
 

 
 

ABSTRAK 

Topik penelitian adalah perlindungan hukum pemegang hak guna usaha atas 
pembatalan sertipikat Hak Guna Usaha Oleh Pengadilan Tata Usaha Negara 
(Analisis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 94/G/2009/PTUN-
MDN), dengan permasalahan: Apa alasan yang digunakan dalam pembatalan 
sertipikat HGU oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dan bagaimana 
perlindungan hukum pemegang HGU atas dibatalkannya sertipikat HGU. 
Penelitian dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan 
konsep dan pendekatan kasus, diperoleh suatu kesimpulan bahwa alasan yang 
digunakan dalam pembatalan sertipikat HGU oleh Pengadilan Tata Usaha 
Negara adalah prosedur pemberian perpanjangan jangka waktu HGU terhadap 
pemegang hak yaitu PT. Perkebunan Nusantara IV telah menyalahi ketentuan-
ketentuan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang  berlaku, 
khususnya PP No. 40 Tahun 1996 dan Peraturan Menteri Negara 
Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999.  Pengajuan permohonan hingga 
terbitnya sertipikat HGU Nomor 2 tanggal 13 Nopember 2003 tersebut 
ternyata terdapat cacat administrasi di antaranya bahwa PT Perkebunan 
Nusantara IV (Persero) tidak memanfaatkan bidang tanah tersebut sesuai 
dengan peruntukannya dan di atas bidang tanah status HGU tersebut telah 
berdiri beberapa bagunan rumah milik masyarakat. Perlindungan hukum 
pemegang HGU atas dibatalkannya sertipikat HGU oleh Pengadilan Tata 
Usaha Negara Medan adalah mengajukan keberatan atas putusan pengadilan 
tersebut  berkaitan dengan status tanah dan/atau status kepemilikan  tanah  
yang akan dimohon perbuatan hukum administrasi.  Pihak yang dirugikan atas 
putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dapat mengajukan upaya banding pada 
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atas putusan tersebut. Selain itu 
penundaan atau penolakan pelaksanaan perbuatan hukum pertanahan  karena 
cacat hukum administrasi wajib dilaporkan oleh Kakan atau  Kakanwil kepada 
Kepala BPN RI dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan  setelah diketahui 
adanya cacat hukum administrasi, dengan disertai penjelasan mengenai alasan 
tidak dapat dilaksanakannya pembatalan karena cacat hukum administrasi. 
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ABSTRACT 
 
 
Research topic is the legal protection of the rights holder for the cancellation of the 
certificate lease leasehold By Administrative Court (Analysis of the State 
Administrative Court's Decision No. 94 / G / 2009 / PTUN-MDN), with the problem: 
What is the reason for the cancellation of the certificate used in the concession by the 
Administrative Court and how the legal protection certificate holder of the 
concession for the cancellation of the concession. Research using the approach of 
legislation, the approach concept and approach the case, obtained a conclusion that 
the reason for the cancellation of the certificate used in the concession by the 
Administrative Court is the procedure of extension of the concession period of the 
rights holders, namely PT. PTPN IV has violated the provisions stipulated by the 
legislation in force, in particular PP 40 of 1996 and Regulation of the State Minister 
of Agrarian / Head of BPN No. 9 of 1999. The submission until the issuance of the 
certificate HGU No. 2 dated 13 November 2003 the administration turns out there 
are defects in them that PT PTPN IV (limited) do not take advantage of the parcels of 
land in accordance with designation and above plots the HGU status has stood 
several houses belonging to public buildings. Legal protection for the cancellation of 
the certificate holder HGU HGU by the Administrative Court of Medan is objected 
against the ruling relating to the status of land and / or the status of land ownership 
deeds will be requested administrative law. The injured party against the decision of 
the Administrative Court may submit an appeal to the State Administrative High 
Court against the decision. Besides the delay or denial of the implementation of the 
land law acts as flawed administrative law shall be reported by Kakan or Kakanwil 
to the Head of BPN RI within the period of 3 (three) months after the defect is known 
for administrative law, accompanied by an explanation of the reason for the 
cancellation can not be implemented due to disability administrative law. 
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